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samtero Nusantara. Maka tercapailah kemerdekaan Indonesia 
tanggal 17 Agustus 1945. 

Seperti yang dikemukakan pada Bab Pendahuluan bahwa 
sejarah adalah rentetan peristiwa yang jadi tolok ukur suatu 
bangsa dan negara, biak sebagai tolok ukur nilai perjoangannya 
maupun sebagai tolok ukur bagi pembangunan bangsa dan ne­
gara. 

Naskah kuno undang-undang Piagam dan Kisah Negara 
Jambi tidak banyak mengungkapkan rentetan sejarah Jambi. 
Berarti peristiwa apa yang terjadi di daerah Jambi tidak banyak 
dapat diungkapkan. 

Dalarn naskah itu tidak dijelaskan, apa sebabnya kerajaan 
Jambi takluk kepada kerajaan Matararn. Hanya diterangkan 
saja bahwa Jambi setiap tahun mengirirn upeti ke Matararn, 
tanda takluknya. Narnun, orang Kayo Hitarn, dengan segala 
kemahiran dan kemampuannya telah dapat mendamai kedua 
negara kerajaan tersebut. Cerita lain adalah kisah raja-raja atau 
sultan-sultan Jarnbi, yang kurang rentetan peristiwanya. Ke­
banyakan adalah cerita rakyat, baik yang berbentuk mitos 
maupun legenda, bahkan ada juga ·yang berbentuk dongeng. 
Namun, sernua itu cukup rnenjadikan penilaian yang menirn­
bulkan pendidikan dan ilham bagi kita semua. 

Nilai Budaya. 

"Banyak berpendapat bahwa kerajaan Indinesia di mana 
silam dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan rnaterialnya, 
seperti candi, istana, mesjid dan benda-benda lainnya, seperti 
perabot rurnahtangga, peralatan pertanian, perhiasan dan se­
bagainya" Demikian sekilas pendapat Dr. Achdiati Ikrarn dalam 
tulisannya berjudul : perilunya Memelihara Sastra Lama. (Ana­
lisis Kebudayaank tahun 1, nomor 1, 1980/1981, him. 74). 

Selanjutnya ditulisnya lagi : "Biasanya dalarn hubungan ini 
kita seringkali tidak rnenyadari bahwa sebagian besar pening­
galan kebudayaan itu terdapat dalarn bentuk tulisan. Padahal 
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dari tulisan-tulisan inilah kita bisa memperoleh gambaran yang 
lebih jelas mengenai alam pikiran, adat istiadat, kepercayaan 
dan sistem nilai orang pada zaman Iampau suatu pengertian 
yang tak mungkin tercapai jika bahan-bahan keterangan kita 
hanya terdiri dari peninggalan ·material: karena dalam hal itu 
banyak kesimpulan akan berdasarkan dugaan belaka. Dalam 
penelitian, peninggalan tulisan, dan kebendaan merupakan dua 
unsur yang saling melengkapi". 

Apa yang dinyatakan oleh Doktor tersebut banyak be­
narnya, kama tulisan merupakan rekaman yang jelas. Bukan 
rekaan atau dugaan, tapi adalah bukti yang nyata. 

Suatu contoh atas kebenaran tulisan Doktor tersebut ada­
lah tulisan Ors. Sumarsono Moestoko, M.A., yang berjudul : 
Tafsiran Akulturasi Budaya Bangsa Indonesia. Sarjana itu men­
jelaskan : "Pada abad ketiga sudah ada terasa adanya pengaruh 
kebudayaan Hindu di daerah dataran Asia Tenggara dengan 
ditemukannya inskripksi-inskripsi dalam bahasa Sanskerta yang 
dipahatkan pada batu. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan 
nama huruf Palawa, sesuai dengan nama daerah asalnya yaitu 
Palawa di India Tenggara. Batu tertua ditemui di Indonesia 
ialah di Muara Kaman, Kutai, Kalimantan, dari sekitar tahun 
400, disusul oleh prasasti di Bogor dan Tugu di Jakarta(± abad 
kelima). Ketiga-tiganya menggunakan huruf Palawa dan bahasa 
Sanskerta .pada batu-batu prasasti yang berusia tua dan kadang­
kadang pada batu yang lebih muda digunakan bahasa Sanskerta. 
Sebagian besar dari prasasti logam dan batu temuan jaman pe­
ngaruh Hindu, menggunakan bahasa Jawa Kuno (Kawi). Pada 
beberapa prasasti menggunakan beberapa kalimat Sanskerta 
yang berisi pemujaan atau puji-pujian kepada para dewa, sedang 
bagian lainnya menggunakan bahasa Kawi." 
(Analisis Kebudayaan tahun II, nomor 1-1981/1982, him 32, 
Depdikbud). 

Dari dua tulisan terse but di atas jelaslah bahwa dari tulisan­
tulisan lama yang disebut naskah kuno dan prasasti, dengan 
bermacam-macam aksara, dan bermacam-macam aksara, yang 
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terdapat pada beberapa rnacarn benda (batu, tanduk, kulit, 
kertas, daun lontar, nipah dan sebagainya), diperoleh benna­
carn-macarn nilai budaya yang sangat tinggi dan bennanfaat 
bagi kita. 

Begitu juga naskah lama yang ditulis oleh Oernar gelar 
Suto : Dilago Periai Raja Sari ini. Di dalamnya terhimpun 
berbagai nilai budaya. Ada bahasa, ada seni sastra, ada adat 
istiadat, ada undang-undang atau peraturan adat, sistern peme­
rintahan, cerita rakyat, dan pula sistem kekerabatan dan sistem 
kemasyarakatan. Banyak di antaranya yang menunjukkan 
kekhasan daerah Jambi. 

Satu nilai budaya yang sangat menarik yang terkandung 
di dalamnya ialah sistem peperintahan tradisional, yang leng­
kap dengan tugas-tugas para pejabatnya, baik pejabat tingkat 
tinggi maupun di tingkat rendah. 

Nilai Jceagamaan. 
"Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah," demi­

kian pepatah adat Jambi menyebutkan. Pepatah ini tidak saja 
dalam bentuk ungkapan, tapi, memang dijalankan dalam kehi­
dupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga 
maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam undang­
undang adat pun, ungkapan tersebut larut dan menyatu di 
dalamnya. 

Dalam naskah kuno tersebut juga diselingi dengan ayat­
ayat suci Al Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang 
gunanya untuk menguatkan adat istiadat yang berlaku dan 
supaya undang-undang itu mendapat berkah dan· perlindungan 
dari Allah SWT. Dengan adanya ayat-ayat suci dan hadis Nabi 
tersebut membuktikan bahwa undang-undang itu mendapat 
pengaruh dari ajaran Islam. Berdasarkan itu dapat pula diketa­
hui samapi di mana kuatnya pengaruh Islam di daerah Jambi. 

Rasa tauhid yang mendalam di kalangan masyarakat Jambi 
tercermin dari beberapa pasal dalam pucuk Undang-undang 
Nan Delapan. Hampir semua pasal itu berdasarkan firman 
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Tuhan dan ~dis Nabi, baik UBdang-undang perneri~tahan, 
-rnaupun undaiig-undang · kernasyarakatan dan undang-undang 
hukum. Dinyatakan bahwa hukurnan yang diberikan tidak saja 
di dunia, tapi juga di akhirat. 

Mereka yang rnelakukan kejahatan atau yang rnelanggar 
undang-undang diancarn dengan hukuman berat di dunia dan 
menjadi penghuni api neraka di akhirat. Begitu juga bagi pe­
rnimpin-pernimpin yang i.alim, mereka dicap sebagai orang kafir, 
karena mereka menghukurn atau berbuat tidak seperti yang 
ditetapkan oleh Allah. Seperti yang tercanturn pada pasal ke­
tiga belas bahwa Allah berfirman . "Telah aku jadikan raja di 
dalarn burni ini yaitu di dalam dunia ini akan ganti Aku, yaitu 
memakai suci, memakan halal, berkata benar, menghukurnkan 
adil". 

Keesaan Tuhan diakui sepenuhnya. Dari beberapa pasal 
dijelaskan bahwa mereka dianggap sirik, karena melangkahi 
perintah Allah. Melangkahi Allah be_rarti mengakui Tuhan selain 
Allah. Mereka ini akan · menjadi penghuni api neraka di kemu­
·dian hari. Oleh sebab itulah, tidak saja firman Tuhan itu dijadi­
kan bacaan bagi pemeluknya, tapi juga dicantumkan di dalam 
undang-undang, agar mereka mengetahui dan · ingin apabila 
terlupa. 

Nilai sosial. 

Nilai sosial erat hubungannya dengan nilai budaya dan 
'nilai agama. Oleh sebab ketiga nilai itu (budaya, agama dan so­
·sial) sating mengisi dan siiling mengarah pada tujuan yang satu, 
yaitu kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat , dan 
kehidupan yang layak di sisi Tuhan di hari kemudian. 

Manusia sebagai makhluk sosial tak dapat melepaskan diri 
dari lingkungannya, baik lingkungan sesama manusia maupun 
dengan benda-benda. Agar . man~ia selalu hidup harmonis de­
ngan lingkungannya, diperlukan undang-undang untk menga­
tumya. Undang-undang itu tentu saja berisi ketentuan-keten­
tuan dan peraturan-peraturan yang mengikat dan wajib ditaati 



oi*.d15rara1rat ~ya; flllan • It alMlidanaitu·..,. 
cialat ailaMUlai sesial, blik seca,ra .,,_... ma111mn secara ber­
saft'ia~ Apabila setiap pnoadi teJah terikat denp.ll undaag-un­
dang tersebut dan selalu mentaatinya, maka timbullah nilai 
sosial yang meranglrul seluruh lapisan masyarakat pendulrung­
JWa. 

IUndang-undang yang terdapat dalam naskah lama ini 
menunjukan nilai sosial yang tinggi, karena itu disusun tidak 
saja untuk rakyat, tapi juga untuk pejabat tinggi kerajaan, 
sampai kepada pesuruh atau hamba sahaya. Jadi, undang­
und.ang itu tidak ada yang merasa ditinggalkan dan tidak pula 
ada yang dilebihkan, semuanya kena peraturan, bailc yang diatur 
oleh Pucuk Undang Nan Delapan maupun undang-undang lain­
nya. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa siapa 
saja yang melanggar hukum, akan ditindak dan diancam dengan 
hukuman. 

Di atas telah dinyatakan bahwa manusia sebagai makhluk 
sosial tak dapat melepaskan diri dari lingkungannya. Berarti, 
nilai sosial yang dimiliki bersama, tak lepas dari nilai pribadi. 
Setiap pribadi memiliki etika atau akhlak, yang sering disebut 
"budi pekerti". 

Roeslan Soerjokoesoemo menyatakan . "Nilai kepribadian 
merupakan pusat. Keyakinan terhadap nilai ini menyebabkan 
berlakunya ukuran tertentu, yang sebagai ukuran budi pekerti, 
meliputi hubungan antara manusia. Siap menyia-nyia akan 
ukuran, akan mengurangi nilai orang lain, bara.ng siapa tidak 

menjunjung tinggi ukuran, juga akan mengurang1. nilai sendiri 
sebagai kepribadian. Ukuran ini tanipak positif, kalau kita ber­
buat baik terhadap sesama manusia, dengan perkataan manis : 
kalau kita memperlukan orang lain sebagai manusia, dengan me­
ngakui nilai orang lain atau pekerjaannya dengan menunjukkan 
perhatian, dengan memberi bantuan yang diperlukan orang 
lain. dengan menunjukan cinta sesama manusia; .hormat dan 
penghargaan terhadap orang lain. 

Ukuran-ukuran itu tampak neptif, kalau orang tidak ber-
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buat sesuatu yang dapat merugikan orang Iain, dengan mem­
batasi perhatian dan kepentingan diri sendiri, dengan mening­
ga)kan cara-cara yang tidak jujur. 

Pergaulan hidup kita yang tersusun rapi menghendaki, 
supaya ukuran-ukuran ini dijamin peraturan-peraturan hukum 
dan dengan banyaknya yayasan yang meluaskan ukuran ini 
hingga sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Di sini 
masih ada kekurangan, yaitu unsur perseorangan." Di alenia 
lain ~ "Pelaksanaan ukuran budi pekerti tersebut di atas meng­
garnbarkan suatu kenyataan bahwa nilai-nilai budi pekerti ini 
diakui sebagai nilai-nilai budaya, yang harus meliputi hidup 
kemasyarakatan". 

Pada kalimat lain dinyatakan . "Pergaulan hidup berdasar­
kan keinsafan akan perlunya susila. Ini menghendaki peru­
kunan. Dan dengan perukuran ini pergaulan hidup diujudkan. 
Dasar berlaJrnnya ukuran budi p~kerti terletak pada keinsafan 
akan kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan ini kita dapatkan 
nilai budi pekerti, sebagai : keadilan, kejujuran, penghormatan 
kepada orang lain, kemerdekaan seorang dan lain-lain.,,. 
(Masalah Sosiologi Indonesia, 1951, him. 45-46). 

Dijelaskan bahwa nilai kepribadian menyebabkan berlaku­
nya ukuran tertentu. Ukuran itu ada yang bemilai positif dan 
ada yang bernilai negatif. Yang positif tentu yang mempunyai 
budi pekerti yang baik. Sebaliknya, yang negatif adalah yang 
mempunyai budi pekerti yang buruk. Salah satu budi pekerti 
yang baik adalah suka membantu orang lain. 

Dalam naskah lama tersebut dinyatakan dalam pasal I, 
cerita Raja Jambi pergi beristeri di Palembang, nikah dengan 
anak Sunan. Pangeran Prabu yang menjadi raja di Mangunjayo, 
bersedia membantu susunan Palembang untuk mengusir kolo­
nial Belanda. Bantuan ini diberikan atas izin dan bantuan dari 
kakaknya Sultan lstirah lngalaga, yang menjadi 
raja Jambi waktu itu. Bantuan yang diberikan berupa lasykar 
yang dipilih dari setiap Kerajaan Nan Dua Betas Bangsa. 



ICeduanya menmantu Smu•n Nembang karena ma 
sesial ya mendafam, llll!llalu kerajaan yang berten­
tanga, wajib bagi mereka untulc saling membantu. Kemerde­
kaan barus dimililci bersama, oleh sebab itu penjajahan tethadap 
Palembang oleh belanda harus dihapuskan. Ini yang disebut 
ulalran nilai yang pomtif. 

Demiltian juga halnya budi pekerti yang dimiliki oleh em-
. pat bersaudara turunan Dafuk Paduko Berhalo dan Putri Selaro 
Pinang Masak yang mendirikan kerajaan Jambi, yaitu . Orang 
Kayo pingai, orang Kayo Kedataran, Orang Kayo Gemuk dan 
Orang Kayo Hitam. Dengan persaudaraan dan kerukunan me­
reka menyusun undang-undang dengan tujuan agar tidak terjadi 
silang sengketa memperebutkan tahta kerajaan dan pusaka lain­
nya di antara anak cucu mereka di kemudian hari. Hidup rukun 
dan damai menunjukkan ulcuran nilai sosial yang tinggi dan 
juga menunjukan budi pekerti yang baik. 

Tidak itu mja, yang tua-tua mau menyerahkan estafet 
kepemimpinan kepada Orang Kayo Hitam yang lebih muda. 
Tiga orang kakak orang Kayo Hitam yang telah tua-tua itu tahu 
akan dirinya bahwa mereka sudah tua, sudah sepatutnya me­
nyerahkan kepemimpinan kepada yang lebh muda, yang cukup 
jadi pemim pin dan berwiba wa. 

Orang Kayo Hitam sendiri belum mau menerima jabatan 
tersebut sebelum disetujui oleh yanJ? lain-lain. Bermusyawarah­
lah orang-orang yang patut. Mufakat dan sepakat semuanya, 
Orang Kayo Hitam dinobatkan jadi raja Jambi. Tahu diri, keru­
kunan, mufakat dan sepakat , adalah menunjulcan kepribadian 
atau budi pekerti yang positif, yang menurut ulcurannya ada­
lah bernilai sosial yang tinggi. Di dalamnya terkandungetika 
k~elarasan sosial, etika kepemimpinan dan etika dalam kehi­
dupan keluarga. 

Ketiga pokok etika tersebut tercanturn dalam naskah . 
Kajian dan Analisis Hikayat Budistihara, penulis Drs. 11 osyadi 
dkk., 1988/1989, him. 108, 110 dan 112. 
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"Etika keselarasan sosial memmtut bentuk-bentuk iinte­
raksi sosial yang dan ma pan. Penerobosan dan pendobrakan · 
terhadap norma-norma, dan bentuk-bentuk komflik apa p\ln 
tidak dibenarkan dan "tidak etis,,. Sebaliknya sikap santun dan 
laras sangat diutamakan. Keselarasan sosial itu sendiri akan ter­
pelihara apabila setiap individu mampu memainkan peranan 
yang dituntut dalam status yang didukungnya. Selama tidak ada 
intervensi dari sumber-sumber luar, maka makin sempuma 
para anggota masyarakat menyesuaikan diri dengan status dan 
role-nya, akan makin baiklah jalannya masyarakat dalam fung­
sinya (Ralph Linton, 1984 . · 1 so). (him. 108). 

Dinyatakan bahwa keselarasan sosial itu akan terpelihara 
apabila setiap individu mam Jll memainkan peranan yang ditun­
tut dalam status yang didudukinya. T)alam naskah Undang­
undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi hal ini tersimpul dalam 
pasal yang keempat puluh . Pada menyatakan seorang manusia 
itu tahu pangkat dirinya dan tahu pangkat orang, yakni apabila 
baik pada orang banyak, baik pada dirinya, dan apabila jahat­
jahat pada orang banyak, jahat pula pada dirinya. T)alam 
pasal ini ternyata tahu diri menjadi pokok utama dalam berke­
hidupan di masyarakat. Dengan tahu diri, etika keselarasan 
sosial terjuitjung tinggi, berarti ukuran nilai sosial, baik yang 
individu maupun yang kolektif, akan tinggi. Kalau hal itu dimi­
liki oleh seluruh masyarakat, berarti dapat melembaga dan 
ma pan. 

"Unsur terpenting dari mekanisme sosial adalah unsur 
kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sentral bagi dinatnika 
suatu organisasi sosial ataukelompok masyarakat. Konsep 
kepemimpinan menunjukan pada sifat-sifat, kriteria kriteria 
yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin". (him. 110-111). 

Penjelasan di atas menunjukan etika kepemimpinan. Setiap 
pemimpin harus memiliki etika kepemimpinan yang baik. 
Untuk menjadi seorang pemim Jin harus a tau dituntut dengan 
-sifat-sifat atau kriteria-kriteria tertentu. 

Dalam naskah Undnag-undang Piagam dan Kisah Negeri 

----- ---------- ---- - --------- - - -
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Jambi, sifat-sifat atau kriteria-kriteria tereebut tercaDtum dalam 
pasal yang ketiga puluh lima, pada menyatakan martabat raja 
itu sepuluh perkara. Martabat tersebut dimaksudkan adalah 
kriteria untuk sifat seorang raja atau pemimpin. Kesepuluh 
kriteria itu adalah . I. baik perangai, 2. berakal, 3. berilmu, 
4. berani, 5. tawakkal, 6. yakni, 7. tetap akal, 8. sabar, 9. mem· 
beri kehendak perangainya, 10. tahu akan pangkat perangainya. 
"Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang _menjadi dasar 
dan sumber terbentuknya kelompok sosial yang lebih besar, 
yaitu masyarakat. Di dalam keluarga inilah berlangsungnya pro­
ses enkulturasi atau penanaman nilai-nilai budaya pada seorang 
individu yang menjadi bekal untuk memasuki kehidupan yang 
lebih luas dalam masyarakat" (him. 112). 

Untuk mengatur hidup berkeluarga ini, pasal keempat 
puluh dua Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi 
menyatakan bahwa dalam suatu keluarga wajib keluarga itu 
menurut perintah bapaknya. Berarti yang tua dan yang ditua­
kan harus dihormati. Kepala keluarga memimpin keluarganya, 
wajib dihormati oleh anggota keluarga. Dengan demikian 
kehidupan yang harmonis dalam keluarga menimbulkan etika 
dalam kehidupan berkeluarga yang baik, berarti juga menjun­
jung tinggi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Setiap individu 
dalam satu keluarga wajib mentaati ketentuan yang diatur 
oleh undang-undang tersebut. 

Kembali kita membicarakan tulisan Roeslan soerjokoe­
soemo bahwa ada ukuran positif dan negatif dalam menilai 
seseorang. Ukuran atau nilai positif disebut etika yang baik. 
Sebaliknya yang negatif adalah etika yang buruk. Berkaitan 
dengan itu, undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi 
mencantumkan dalam pasal yang keem ~t puluh. 

"Pada masyarakat seorang manusia itu tahu pangkat diri­
nya dan tahu pangkat orang, yakni apabila baik pada orang 
banyak, baik pada · dirinya, dan apabila jahat-;jahat pada orang 
banyak, jahat pula pada diimya. Itulah yan~ sebenar-benar 
akalnya manusia yang tahu dan sampai akalnya. Adapun manu-
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sia yang tiada tahu panglat orang, dan tiada tahu pangkat 
dirinya, itulah kesudahannya manusia yang paling kurang akal­
nya, yakni mencela~ela; dan orang yang dicela~elanya, dalil 
Quran, Inna'llaha maassabirin. 
Bennula Allah taala itu suka pada orang yang sabar. Seperti 
sekolah adat : Semua pekerjaan pikirkan dahulu, sertanya 
hendak sopan dan malu, kepada yang buruk jangan terlalu, 
kepada yang baik jangan terlalu. Buruk orang tidak boleh dium­
pat, baik orang tiada boleh dipuji, sebab gerak diam itu semua­
nya daripada Allah. jika dapat memperangaikan seperti yang 
tersebut di atas ini maka bemamalah manusia". 

Dari undang-undang tersebut nyatalah bahwa peribadi se­
seorang sangat menentukanerat hubungan dengan etika kese­
larasansosial dalam masyarakat. Untuk menentukan nilai sosial 
seseorang ditentukan oleh etika pergaulannya dalam masya­
rakat. Dalam undang-undang itu ditentukan bahwa apabila 
baik pada orang ban yak,_ baik pula pada dirinya, dan apabila 
jahat pada orang banyak, jahat pula pada diimya. Jadi, ukuran 
nilai sosial terletak pada diri sendiri. 

Ukuran baik dan buruk ini tercantum pula dalam pasal VI, 
cerita Kisah Raja Empat Puluh di Jambi asalnya Keraton sebab 
Mendurhaka kepada Sultan. Diceritakan dalam pasal tersebut 
bahwa putra Pangeran Depati bersama putra saudara-saudaanya 
berjumlah em i:at puluh orang, laki-laki dan perempuan. Ke­
empat puluh bersaudara sangat benci kepada raja, Sultan Mah­
mud Mahjiddin. Kebencian merka ini adalah karena Sultan 
bertabiat buruk, yaitu maa keranjang. Tidak saja dia dibenci 
olehkeempat puluh bersaudara itu, tapi rakyat juga ikut men­
cela perbuatannya itu. Terjadilah perebutan kekuasaan, Sultan 
melarikan diri ke huluan. 

Dari cerita itu dapa diketahui, kerendahan ukuran nilai 
sosial seorang pemimpin dapat menjatuhkannya diri kedudukan 
yang ditempatinya. Tidak itu saja, keresahan orang banyak 
akan menimbulkan malapetaka bagi pemenntahan dan rakyat. 
Berarti, nilai sosial pribadi seseorang akan dapat menguncang­
kan nilai sosial orang banyak. 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Dari pengkajian dan penganalisaan yang tertera dalam BAB 
II, dapat dipetik beberapa kesirnpulan, seperti yang tercanturn 
di bawah ini : 

1. Dalam naskah lama terse but terdapa t dua aspek kandung­
an, yaitu : kandungan isi dan kandungan nilai. 

2. Dalam kandungan isi terdapat rnateri : sejarah, cerita rak­
yat dan undang-undang. 

3. Dari kandungan nilai terdapat pula nilai sejarah, nilai buda­
ya, nilai keagarnaan dan nilai sosial. 

4. Naskah tersebut dapat rnenambah khazanah budaya bang­
sa. 

5. Ia juga sebagai surnber ilrnu pengetahuan, yang perlu di­
kernbangkan dan dilestarikan, karena saripati isinya akan 
rnenghasilkan pandangan hidup dan landasan falsafah yang 
mulia dan bemilai tinggi. 

6. Tatanilai keagarnaan, di sini adalah agarna Islam, sangat 
rnenonjol dalam hukurn adat. Ini dinyatakan dengan selo­
ko adat : adat bersendi syarak. Berarti setiap adat atau pun 
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hukum adat berakar dari hukum Islam. Dari sini jelas 
bahwa pengaruh Islam sangat kuat bagi penganutnya di 
daerah Jam bi. 

7. Pasal-pasal yang tercantum di dalamnya menunjukkan 
bahwa naskah kuno tersebut sejenis dengan karya norma­
tif, karena pada umumnya cerita rakyat dan · undang­
undang yang tertera di dalamnya menjelaskan tentang 
norma-norma kehidupan masyarakat, baik masyarakat ka­
langan atas maupun kalangan bawah, baik secara vertikal 
maupun secara horizontal. 

8. Di samping itu, juga dibentangkan tugas-tugas pegawai ke­
rajaan, dari tingkat Menteri sampai kepada ham ba sahaya. 
Ini menunjukkan bahwa pemerintahan di zaman kerajaan 
dan kesultanan Jambi telah teratur dengan baik. 

9. Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban pendu­
duk diatur sedemikian rupa, hingga tak ada yang dirugikan 
dan tidak ada pula yang diistimewakan. Semuanya terkena 
oleh undan~undang. 

10. Harga diri selaku sebuah kerajaan yang merdeka, yang sa­
ma kedudukannya dengan kerajaan lain, menjadi topik 
cerita yang menonjol. Ini dibuktikan dengan berangkat­
nya Orang Kayo Hitam seorang diri ke Mataram untuk 
menuntut hak harga diri tersebut. Kerajaannya tak mau 
takluk kepada kerajaan lain. Prinsip : duduk sama rendah , 
tegak sama tinggi, adalah prinsip baku, tak dapat ditawar, 
walau diancam dengan kekerasan apa pun. Oleh sebab i tu 
dengan berbagai cara, Orang Kayo Hitam . dapat menjaga 
harga diri kerajaannya Kerajaan Jam bi dan Mataram jadi 
bersahabat Ini membuktikan pula bahwa kerajaan Jambi 
bukanlah kerajaan lemah. Ia tampil sebagai kerajaan yang 
kuat, yang sejajar dengan kerajaan lainnya di Nusantara 
ini. 

11. Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang tertera 
di dalam undan~undang tersebut cukup mendasar untuk 
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ditaati oleh masyarakat pendukungnya, karena ia tidak: me­
mihak kepada siapa pun. 

12. Memperhatikan tatanilai yang terkandung dalam naska& 
tersebut, dapat dipetik ilmu pengetahuan yang berguna 
bagi perkembangan pembangunan dewasa ini, terutama ·di 
bidang sosial budayanya. Sepintas lalu memang tak jelas 
nilai pembangunannya, namun, kalau dikaji dan dianalisa 
lebih m~ndalam, nyatalah bahwa di dalamnya terkandung 
nilai-nilai Pancasila. 

4.2 Saran-saran 

1. Mengingat kandungan isi dan kandungan nilai naskah ter­
sebut, diperlukan pelestarian dan pengembangan nilai­
nya. 

2. Diperlukan penyebarluasan informasi naskah teISebut ke­
pada masyarakat luas, dengan hijuan, di samping menam­
bah khazanah bu day a bangsa, juga sebagai penam bah 
ilmu penge tahuan. 

3. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi terhadap 
undan~undang dan budaya tradisional daerah Jam bi, kare­
na masih banyak naskah kuno yang disimpan oleh masya­
rakat di sana. 

4. Inventarisasi naskah lama diperlukan s~kali, karena di dae­
rah Jambi banyak naskah tersebut Dikhawatirkan, kalau 
tidak diinventarisasi, akan hilang, punah atau penyimpan­
nya tidak memperdulikannya lagi. 

5. Karena banyaknya naskah kuno di daerah· Jam bi, diperlu­
kan satu proyek yang menanganinya, terutama sekali un­
tuk penyelamatan ~ tersebut. 

'f 
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